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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Memaknai Konsep Harta Bersama dan Ruang Lingkupnya
1. Pengertian Harta Bersama
Banyak istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut harta bersama. Istilah-istilah yang dimaksud adalah harta perkawinan, harta persatuan, harta benda dalam perkawinan, harta benda suami istri, harta pencarian, seguna sekaya, harta sarikat, harta gono gini dan harta kekayaan dalam perkawinan (Syirkah) yang digunakan dalam Pasal 1 huruf  f  Kompilasi Hukum Islam
 . Dari khasanah peristilahan mengenai harta bersama tersebut, nampaknya istilah yang paling popular dalam masyarakat Indonesia adalah harta bersama dan harta gono gini.
Pemakaian istilah gono-gini yang berasal dari istilah yang dipergunakan di Jawa Tengah (Istilah dalam Hukum Adat) menunjukkan adanya keinginan masyarakat menyelesaikan masalah sengketa harta bersamanya melalui kaidah- kaidah hukum adat.

Pengertian Harta Bersama Kamus besar Indonesia (KBBI) yang diterbitkan Tahun 1996 “ harta adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan”. Sedangkan bersama berarti , “berbarengan, serentak, dan seterusnya”
. 
Secara khusus di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut tertulis bahwa harta bersama adalah harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama. Dari pengertian harta bersama yang terdapat dalam  Kamus Besar Bahas Indonesia tersebut  menunjukkan bahwa semua harta yang dipergunakan secara bersama-sama oleh suami istri adalah harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa pemiliknya sesungguhnya dari harta tersebut (hanya melihat dari sisi penggunaanya). Disinilah dapat dilihat betapa lemahnya pengertian yang diungkapkan secara umum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut. Sebab boleh jadi harta yang dimaksud adalah harta orang tua istri atau suami, harta bawaan, atau bahkan harta milik orang lain yang dipinjamkan kepada suami-istri tersebut, walaupun tidak sedemikian sederhananya apa yang dimaksud di dalam Kamus Besar Bahas Indonesia tersebut.
Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86 dapat ditemukan sebuah asas pemisahan harta suami dan harta istri, bunyi Pasal 86 ayat (1) adalah: “ pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri dalam perkawinan”, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa,” harta istri tetap hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami  tetap hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”

Berbeda dengan pengertian bersama bila ditinjau dari segi hukum, Menurut    J. Satrio dalam bukunya, 
Harta persatuan adalah harta milik suami-istri bersama-sama, yang terbentuk sebagai akibat perkawinan mereka, yang meliputi harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, yang dibawa oleh suami-istri ke dalam perkawinan mereka dan yang mereka peroleh sepanjang perkawinan dan hasil dari pendapatan mereka sepanjang perkawinan, sekedar mengenai hal itu tidak ditentukan lain, dikurangi dengan hutang-hutang, yang dibuat oleh suami-istri sebelum perkawinan mereka dan hutang persatuan yang dibuat oleh mereka sepanjang perkawinan.

Bahkan pada prinsipnya suami istri menanggung hutangnya masing-masing, baik hutang pribadi sebelum maupun sepanjang perkawinan, dengan harta pribadinya”. Pemahaman seperi itu, selain dianut dalam hukum adat, juga dianut oleh system perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ciptaan Belanda) yang berlaku di Indonesia melalui Asas Konkordansi.

Definisi harta yang dikemukakakan oleh J Satrio tersebut tidaklah memisahkan antara harta bawaan masing-masing suami-istri dengan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Hanya saja ada pengecualian jika suami-istri memperjanjikan lain, namun tetap dikurangi dengan hutang masing-masing sebelum perkawinan.
Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan Disertai Yuriprudensi, mengatakan :
Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri.

Berbeda dengan J Satrio, Martiman Prodjohamidjojo telah memisahkan antara harta bawaan masing-masing suami-istri sebelum perkawinan dengan harta bersama, dan membatasi harta bersama itu hanya sebatas yang diperoleh selama perkawinan, tanpa melihat siapa yang menghasilkan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 1 huruf  f memberikan pengertian harta bersama dengan menggunakan istilah lain, yaitu harta kekayaaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Definisi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, terasa jauh lebih lengkap dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Harta bersama harus dibatasi pada harta- harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Hal ini memang sering menjadi persoalan, istri sering dirugikan apabila terjadi perceraian dan sekaligus timbul sengketa harta bersama, karena pada umumnya barang-barang tertentu seperti kepemilikan tanah, kendaraan, rumah dan lain-lain terdaftar atas nama suami. Sehingga dengan adanya Pasal 1 huruf  f Kompilasi Hukum Islam. Disamping sebagai hukum  positif, juga lebih sempurna dan lebih memenuhi rasa keadilan serta melindungi hak- hak kaum hawa (istri) yang rawan akan kerugian apabila terjadi sengketa harta bersama dengan suami/bekas suaminya.
2. Pengertian Eksekusi
Secara etimologi, eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Sedangkan secara terminologi, eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan putusan. Pengertian eksekusi secara yuridis adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap  pihak yang kalah dalam perkara.

Jika disimak secara cermat pengertian ekskusi tersebut, maka seperinya eksekusi hanyalah pelaksanaan putusan secara paksa. Padahal kalau merujuk pada arti eksekusi maka pengertian tersebut kurang tepat, sebab eksekusi bisa berjalan secara suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun.
Berkenaan dengan hal di atas, Sudikno Mertokesumo menyatakan bahwa:

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan secara suka rela oleh yang bersangkutan,yaitu oleh pihak yang dikalahkan. Apabila suatu perkata telah diputuskan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan secara suka rela dapat melaksanakan putusan tersebut.

Komentar Sudikno Mertokesumo itu benar, tetapi itu hanya berlaku dalam keadaan normal. Dalam kenyataanya begitu sulit pihak yang kalah dengan suka rela melaksanakan putusan hakim tersebut, mengapa? Menurut penulis ada 3 hal yang menjadi penyebabnya, yaitu:
1) Karena pihak yang  kalah tidak puas dengan putusan hakim dan itu dapat terjadi karena putusan hakim sangat jarang memuaskan kedua belah pihak, apalagi ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam isi putusan.
2) Bertujuan untuk menghalang-halangi eksekusi supaya benda yang menjadi obyek sengketa tetap berada di bawah kekuasaanya dalam jangka waktu yang cukup lama. Sudah sekian banyak putusan yang tidak tereksekusi hanya karena sikap pihak yang kalah. 
3) Karena adanya permusuhan, dendam,kebencian dan sebagainya terhadappihak lawan. Harus dipahami bahwa pihak-pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan karena perdamaian tidak tercapai lagi. Lagi pula konflik kepentingan antara mereka sudah terjadi sehingga kebencian, permusuhan dan sebagainya tersebut sudah terjadi sebelum eksekusi.
Pengertian eksekusi yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap itulah yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat berpendapat bahwa eksekusi selalu ada upaya paksa untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama dengan bantuan aparat keamanan. 

Menurut Sudikno Mertokesumo, mengenai eksekusi dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi  pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah  untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut.

Definisi yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokesumo di atas, ternyata lebih fleksibel dan realistis, yakni pelaksanaan putusan dapat saja direalisasikan secara suka rela  dan dapat pula secara paksa oleh Pengadilan.

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara suka rela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.

Beberapa definisi yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang pengertian eksekusi, sebagai berikut: bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan Pengadilan baik secara suka rela maupun secara paksa olek pihak yang kalah. 
2) Macam – macam Eksekusi

Dalam praktik Peradilan Agama dikenal dua macam eksekusi yaitu: (1) eksekusi riil atau nyata, yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran , pembagian dan melakukan sesuatu, (2) eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau executorial verkoop, yang dilakukan dengan menjual lelang barang- barang debitur, atau juga dilakukan dalam pembahagian harta bila pembagian In Natura tidak disetujui oleh para pihak atau tidak mungkin dilaksanakan pembahagian in natura dalam sengketa warisan harta bersama.

B. Dasar Hukum Harta Bersama dan Eksekusi
Khusus peraturan yang berlaku di peradilan Agama, harta bersama diatur di dalam Pasal 35,36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (5) undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, serta pelaksanaan lainnya dari peraturan perundang- undangan tersebut. Sedangkan eksekusi ini diatur di dalam HIR (Hetherzine Indonesich Reglement) atau R.Bg. (Recthsreglements Builts Gewestwn).

Secara rinci M. Yahya Harahap dalam bukunya menyebutkan Pasal- Pasal yang mengatur  tentang eksekusi dalam HIR atau R.Bg. adalah sebagai berikut:
Cara- cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi  sampai Pasal 258 R.Bg. Namun  pada saat sekarang tidak semua ketentuan Pasal- Pasal tadi berlaku efektif. Yang masih betul- betul berlaku terutama Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 R.Bg. sedangkan Pasal 209 sampai Pasal 223HIR  atau Pasal 242  sampai Pasal 257 R.Bg yang mengatur tentang “sandera ” (gijzeling), tidak lagi diperlakukan secara efektif. Seorang debitur yang dihukum untuk membeyar hutangnya berdasarkan putusan pengadilan, tidak lagi dapat “disandera” sebagai upaya memaksa sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan.
 
Pasal-Pasal tersebut, ada juga Pasal 180 HIR atau Pasal 191 R.Bg.yang mengatur pelaksanaan putusan secara serta merta ( uitvoerbaar bij vooraad) yakni pelaksanaan putusan dapat segera dilaksanakan sekalipun putusan belum berkekuatan hukum tetap. Diluar HIR  dan R.Bg. Dasar  hukum  eksekusi terdapat di dalam BW (Budgerlijke Wetboek) tentang eksekusi, di samping Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok  agraria yang berkaitan dengan eksekusi atas obyek perkara yang berupa tanah.  
Dasar  hukum eksekusi yang lain dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yakni Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pengadilan dilakukan oleh jaksa.
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dalam ayat (1) oleh ketua pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang
3. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dan dipimpin oleh ketua pengadilan
4. Dalam melaksanakan putusan pengailan diusahakan perikemanusiaan dan perikeadilan tetap berjalan.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk melaksanakan putusan di lingkungan Peradilan Agama, maka harus memperhatikan Undang-Undang tersebut, disamping Kompilasi Hukum Islam. Adapun aturan yang tak kalah pentingnya adalah peraturan tentang lelang Nomor 189 Tahun 1908 (vendu  reglement, st. 1908 nomor 189), untuk meningkatkan pelayanan lelang, maka pada tanggal 6 Desember 1999 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 557/KMK.01/1999 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Surat keputusan tersebut menyatakan bahwa” dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan peraturan PerUndang-Undangan yang telah ada sebelum ditetapkannya keputusan ini sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
Pelaksanaan putusan terhadap  obyek yang tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek eksekusi dapat diajukan ke kantor lelang untuk dilelang dengan berpedoman pada keputusan Menteri Keuangan tersebut.
C. Ruang lingkup Harta Bersama dan Asas-asas Eksekusi

1. Ruang lingkup harta bersama
Dikemukakan sebelumnya, bahwa yang menjadi acuan adalah Pasal 1 huruf  f Kompilasi  Hukum Islam, sehingga dari pengertian tersebut dapat dilihat sejauh mana ruang lingkup harta bersama. 

Menurut H.A.Mukkti Arto, ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:
a). Harta yang dibeli selama perkawinan
b). Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

c). Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali yang berupa harta pribadi suami-istri
d). Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama  dan harta bawaan/ pribadi suami-istri
e). Segala penghasilan pribadi suami

f). Segala penghasilan pribadi istri
g). Segala penghasilan bersama suami-istri
h). Semua harta tersebut merupakan harta bersama suami-istri.

Taspen dan asuransinya termasuk harta bersama,namun di dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dibatasi oleh kemungkinan adanya harta milik masing-masing. Pasal  85 Kompilasi Hukum Islam tersebut berbunyi bahwa,”Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.
Secara lebih luas lagi, Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ruang lingkup harta bersama meliputi:
1. Harta bersama sebgaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda   berwujud maupun benda yang  tidak berwujud

2. Harta bersama yang berwujud dapat  meliputi benda yang bergerak, benda    yang tidak bergerak dan saham-saham

3. Harta yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Penentuan ruang lingkup harta bersama, maka diperlukan ukuran-ukuran, apakah,harta itu termasuk harta bersama atau tidak. Dalam hal ini M.Yahya Harahap memberikan patokan atau ukuran yang lebih rinci dibandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh H.A.Mukti Arto, sebelumnya untuk menentukan suatu barang sebagai harta bersama sebagai berikut:
a. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, maka harta tersebut bersama suami-istri tanpa mempersoalkan :
· Apakah istri atau suami yang membeli.
· Apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami,
· Apakah harta itu terletak dimana.
b. Harta yang dibeli dan dibangun  sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Untuk menentukkan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama ditentukan asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang bersangkutan meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah perceraian.

c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.


Untuk menentukkan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat bahwa harta- harta yang digugat adalah benar-benar harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.
d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.


Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, dan harta bersama, sudah logis akan jatuh menembah harta bersama juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami-istri, akan jatuh menjadi obyek harta bersama.
e. Segala penghasilan pribadi suami


Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kelima patokan yang dikemukan oleh M.Yahya Harahap tersebut, yang paling menarik adalah patokan ke tiga, dimana penentuan suatu barang termasuk harta bersama atau bukan, ditentukan melalui pembuktian di Pengadilan Agama. Hal ini karena hampir semua orang yang digugat (menguasai obyek perkara) berusaha membantah dengan berbagai macam dalil. Oleh karena itu pembuktian sangat memegang peranan dalam menetukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau bukan.
Menang atau kalahnya salah satu pihak yang berkara (Perkara Perdata) ditentukan oleh alat bukti yang diajukannya. Yang menang dalam Perkara Perdata adalah pihak yang benar dan yang dimaksud dengan pihak yang benar secara hukum perdata adalah pihak yang mampu membukti dalil-dalilnya.harus dipahami disini adalah, dalam perkara perdata keterikatan hakim pada alat bukti yang cukup besar. Dalam  pengertian hakim dalam menjatuhkan putusannya harus bersandar pada alat- alat bukti tadi, tidak boleh misalnya berdasarkan perasaan pribadi hakim. Keterikatan hakim pada alat-alat  bukti ini biasa dikenal dengan Prepondence Evidence yang secara harfiah diartikan sebagai pengaruh yang lebih besar terhadap alat bukti.
Mengenai kapan gugatan harta bersama dapat diajukan, jika gugatan perceraian dikabulkan baru terbuka kemungkinan mengabulkan pembagiann harta bersama sepanjang barang-barang tersebut dapat dibuktikan sebagai harta bersama.

2. Asas eksekusi
Pelaksanaan putusan peradilan, ada beberapa prinsip atau asas yang harus diperhatikan oleh pihak pengadilan dalam melaksanakan putusan. Azas-azas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap.
b. Putusan tidak dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang kalah.

c. Putusan yang bersifat menghukum

d. Atas perintah dan di bawah pimpinan  Ketua Pengadilan.

e. Harus sesuai dengan amar putusan
Setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap ternyata pihak yang dibebani tidak melaksanakan putusan secara suka rela, maka pihak yang menang dalam perkara tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Dengan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama lalu memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur atau diberi peringatan (aanmaning) yang lamanya empat belas hari. Apabila masa perigatan ini telah terlampui, maka barulah ia dianggap tidak mau menjalankan isi putusan secara suka rela. Untuk itulah kemudian Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi yang didahului dengan adanya permohonan eksekusi oleh penggugat (pihak yang menang). 
Selama eksekusi belum dilaksanakan, walaupun tenggang peringatan telah dilampui, masih tetap terbuka peluang bagi tergugat untuk menjalankan putusan secara suka rela.

Uraian tersebut sangat realistis karena walaupun sesaat lagi akan dilaksanakan eksekusi putusan, kalau ternyata pihak eksekusi menyatakan rela memenuhi apa yang menjadi kewajibannya melalui putusan itu, maka kesemapatan pihak tergugat untuk dapat menjalankan putusan secara suka rela. Unsur pelaksana eksekusi justru berubah fungsi menjadi saksi-saksi atas terlaksananya isi putusan secara suka rela. 
Cara penetapan dan penerapan aturan yang lebih luwes seperti terurai diatas juga sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Bukankah pemenuhan putusan secara suka rela akan membebaskan atau mengurangi beban tergugat dari biaya eksekusi Oleh karena itu sangat beralasan untuk tetap mebuka kesempatan bagi tergugat memenuhi putusan secara suka rela, sekaliun jangka waktu peringatan  telah dilampui.
Selama belum ada permohonan dari penggugat, peringatan (aanmaning) tidak dapat dilakukan. Pegajuan permohonan eksekusi diatur dalam Pasal 196 ayat (1) HIR atau Pasal 207 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi: “dalam hal keengganan atau kealpaaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara suka rela, maka pihak yang menang  secara lisan atau tertulis dapat  mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan”.
Kehadiran tergugat (pihak yang kalah) di pengadilan merupakan rangkaian proses “ member peringatan atau teguran” atas kelalainnya memenuhi isi putusan pengadilan. Untuk memenuhi tata cara formal yang bernilau otentik, peringatan harus dilakukan dalam pemeriksaan yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, panitera, dan pihak tergugat (pihak yang kalah). Dalam persidangan insidentil tersebut diberitahukan kepada tergugat mengenai adanya permohonan eksekusi dari pihak penggugat (pihak yang menang) dan agar pihak tergugat melaksanakan putusan dalam waktu yang ditentukan (selama masa peringatan). Pada saat sidang memberi peringatan tersebut, Ketua Pengadian memberikan batas waktu  kepada tergugat untuk melaksanakan putusan dalam batas waktu yang telah ditentukan itu.
Pelaksanaan eksekusi harus dengan berita acara eksekusi. Berita  acara eksekusi harus dibuat sebaik dan seteliti mungkin agar terhindar dari persoalan baru akibat kesalahan itu. Hal ini karena satu-satunya rujukan otentik tentang benar atau tidaknya eksekusi maupun sempurnanya tidak eksekusi hanyalah berita acara eksekusi. Ketidakcermatan pembuatan berita acara eksekusi selalu menimbulkan kesalahan di kemudian hari.
Walaupun berita acara eksekusi hanyalah disinggung sepintas lalu saja dalam Pasal 197 Ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (5) R.Bg. Namun disitu menentukan  secara tegas memerintahkan pejabat yang menjalankan eksekusi “membuat berita acara eksekusi dianggap tidak sah . Keabsahan formal hanya dapat dibuktikan dengan berita acara.
 
D. Tata Cara Eksekusi Harta Bersama dan Penjualan Lelang Harta Bersama

Tata cara melaksanakan eksekusi harta bersama tidak berbeda dengan tata cara melaksanakan eksekusi dengan obyek perkara yang lainnya. Proses melaksanakan eksekusi dikenal pembagian dalam dua bentuk yakni eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Dalam melaksanakan eksekusi riil tidaklah sulit karena berupa tindakan nyata misalnya mengosongkan tanah atau rumah yakni secara nyata mengeluarkan tergugat dari rumah atau tanah obyek eksekusi.
Tata cara eksekusi secara riil di dalam Pasal 1033 R.Bg. dapat ditemukan  , sehubungan dengan amar pengosongan sebagai berikut:
1. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan (eksekusi);

2. Perintah eksekusi ditujukan kepada Juru sita;

3. Tindakan pengosongan meliputi diri si terhukum, keluarganya dan barang-  barangnya;
4. Eksekusidapat dilakukan dengan kekuatan umum (polisi, dan jika perlu dengan bantuan militer).

Menurut Abdul Manan tata cara pelaksanaan eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan eksekusi riil dapat ditempuh tahapan- tahapan sebagai berikut:

a. Permohonan pihak yang menang,

b. Penaksiran biaya eksekusi

c. Melaksanakan peringatan (Aanmaning)

d. Mengeluarkan surat perintah eksekusi

e. Pelaksanaan eksekusi riil

Pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang  dapat ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Mengeluarkan penetapan  sita eksekusi

b. Mengeluarkan perintah  eksekusi 

c. Pengumuman lelang

d. Permintaan lelang

e. Pendaftaran permintaan lelang

f. Penentuan syarat lelang dan floor price

g. Tata cara penawaran

h. Pembeli lelang dan penentuan pemenang

i. Pembayaran harga lelang

Eksekusi semacam ini terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi sesaat sebelum dilakukan eksekusi. Hal ini disebabkan karena selama proses persidangan tidak pernah dilakukan peletakan sita jaminan. Kemudian jika terjadi hal tersebut, maka dapat dilakukan dengan penjualan lelang harta bersama sebagaimana diatur di dalam peraturan perUndang-Undangan.
Penjualan lelang dapat ditentukan dalam Pasal 200 Ayat (1) HIR atau Pasal 215 Ayat (1) R.Bg.dan Pasal (1) peraturan lelang (Lembaran Negara 1908 Nomor 189) sebagai berikut:

a. Penjualan lelang  di muka umum harta tergugat yang telah dsita eksekusi atau dengan kata lain, menjual di muka umum barang sitaan milik tergugat.
b. Penjualan  di muka umum (pelelangan) hanya oleh dilakukan di depan Juru lelang atau harus dilakukan dengan perantaraan (bantuan) Kantor lelang (Juru lelang).
c. Cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat, atau semakin mennurun melalui penawaran tertulis (penawaran dengan pendaftaran).

Pelelangan menurut peraturan tersebut ialah penjualan barang harta kekayaan milik tergugat atau debitur yang telah lebih dahulu disita. Penyitaan itu boleh berbentuk sita jaminan atau sita eksekusi. Disamping peraturan- peraturan tersebut, terdapat peraturan yang paling terakhir mengenai penjualan lelang yakni Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.01/1999 mengenai petunjuk pelaksanaan lelang sebagai pelengkap petunjuk pelaksanaan lelang tersebut, di setiap kantor wilayah atau daerah terdapat petunjuk – petunjuk teknis pelaksanaan lelang.
Melasanakan pelelangan terhadap obyek lelang berupa harta bersama berlaku peraturan – peraturan sebagaimana tersebut diatas. Hal yang berbeda disini hanyalah obyek lelang yakni kedudukannya sebagai harta bersama.
E. Kesulitan Pembuktian Mengenai Harta Bersama
Pembuktian yang digunakan dalam Hukum acara perdata adalah pembuktian formil, sehingga segala sesuatu dalil yang dikemukakan oleh para pihak harus dilakukan secara formil di depan peridangan pengadilan. Sementara itu suami- istri ketika masih rukun, tanpa permasalahan rumah tangganya, harta perkawinan tidak pernah dipersoalkan apaka milik suami atau milik istri.
Berpikir seperti itu, seakan-akan Hukum Harta Perkawinan baru perlu, kalau suami istri sudah mengambil ancang-ancang untuk bercerai. Selama hubungan suami istri masih berjalan dengan mesra, mereka tidak mempermasalahkan hak yang satu terhadap yang lain. Pembatasan mengenai apa yang menjad milik suami, apa yang menjadi milik istri dan apa yang menjadi milik mereka bersama belum menarik perhatian mereka
.

Pendapat J.Satrio itu benar, bagaimana mungkin mereka melakukan antisipasi mengenai harta mereka kalau ketika itu tidak pernah terbayang di benaknya bahwa perkawinannya akan berakhir dengan perceraian. Bagaimana pun rusaknya moral manusia tetapi tak satupun ada yang bercita-cita untuk bercerai. Dalam hubungan ini harus dianggap bahwa perceraian itu adalah musibah rumah tangga yang tak pernah terbayangkan sejak semula.
Suami istri yang baru memasuki perkawinan bertekad mempersatukan semua harta bawaan masing-masing sebagai refleksi dari kebersatuan dan bukti ikatan cinta mereka. Masa-masa seperti itu merupakan masa yang paling indah, sehingga kepemilikan atas suatu benda tidak pernah dipersoalkan. Sekalipun di dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ada beberapa harta benda yang dikuasai sepenuhnya masing-masing suami atau istri, namun dalam masyarakat Indonesia jarang ditemui sebagai suatu kenyataan. Pada umumnya masyarakat Indonesia setelah kawin menganggap bahwa harta mereka juga ikut menyatu sebagai harta bersama. Kedua pihak dapat bertindak atas suatu harta pasangannya seakan-akan harta itu miliknya sejak semula, padahal peratuan perundangan telah membedakan harta pribadi masing-masing suami-istri dengan harta bersama. Selengkapnya diuraikan dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam :

1. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian.

2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Ketentuan tersebut ternyata selalu diabaikan oleh suami atau istri selama masih rukun dalam rumah tangga. Akan tetapi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut ke Pengadilan Agama dalam proses perceraian, maka ketentuan tersebut menjadi sangat penting. Apabila gugatan harta bersama diajukan oleh suami atau istri, dapat dipastikan pihak penggugat (suami atau istri) akan mengalami kesulitan dalam membuktikan dalil gugatannya, kecuali pihak tergugat (suami atau istri) mengakui dalil-dalil gugatan penggugat. Pada umumnya tergugat menolak gugatan penggugat karena tergugat yang menguasai harta bersama tersebut. Penolakan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut mengakibatkan beban pembuktian dibebankan kepada penggugat.
Beban pembuktian tersebut menimbulkan kesulitan bagi penggugat dalam upaya mendapatkan alat-alat bukti, baik berupa alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi. Kesulitan mendapatkan alat-alat bukti tertulis disebabkan karena hampir semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami dan istri dalam rumah tangga, dilakukan tanpa tertulis khususnya mengenai sumber uang yang digunakan untuk membeli suatu benda seperti mobil. Di situ tidak jelas apakah mobil itu dibeli dengan menggunkan uang hasil dari harta bersama atau uang penjualan harta bawaan dari salah satu pihak.
Adapun kesulitan pembuktian dengan saksi-saksi disebabkan karena perbuatan hukum antara suami dan istri sangat jarang diketahui oleh orang lain secara jelas, biasanya diketahui secara sepintas lalu saja. Padahal seorang saksi harus memenuhi tiga syarat yakni harus melihat sendiri, mendengar sendiri, dan merasakan sendiri atas peristiwa hukum. Apabila saksi hanya mendengar dari orang lain maka saksi itu disebut testimonium deauditu. Saksi seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk meneguhkan dalil gugatan penggugat. Suami-istri yang ingin membeli sebuah mobil tidak pernah memanggil orang lain atau keluarga untuk datang menyaksikan perbuatan hukum itu.
F. Permohonan Eksekusi dan Teguran (Aanmaning)
Putusan Pengadilan Agama Kendari yang telah mepunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang kalah (pihak yang diwajibkan memenuhi prestasi dalam isi putusan ), maka pihak yang menang berhak mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Kendari untuk melaksanakan isi putusan secara paksa.

Dengan demikian tugas Pengadilan untuk menyelesaikan perkara melalui eksekusi tetap bersifat pasif, para pihak yang berkepentinganlah yang harus aktif dengan mengajukan permohonan eksekusi.

Berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Kendari mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada Paniera Pengadilan Agama Kendari untuk memanggil tergugat. Tergugat harus dipanggil menghadap ke Pengadilan Agama Kendari dalam sidang insidentil yang juga dihadiri oleh Paniera Pengadilan Agama. Dalam sidang insidentil, Ketua Pengadilan Agama Kendari menyampaikan teguran kepada tergugat (pihak yang kalah) untuk memenuhi isi putusan secara suka rela dalam waktu delapan hari, jika tergugat tidak melaksanakan isi putusan selama jangka waktu tersebut, maka ketua Pengadilan Agama Kendari akan melaksanakan eksekusi secara paksa.
G. Beberapa Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi
Beberapa masalah hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi., yaitu:
1. Pendelegasian eksekusi. Terhadap obyek yang berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama yang memutus perkaranya, pelaksanaan eksekusi harus melalui pendelegasian atau permintaan bantuan kepada Pengadilan Agama tempat obyek perkara.
2. Perlawanan terhadap objek yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

3. Eksekusi tidak dapat dijalankan
Banyak hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi oleh panitera dan juru sita di lapangan, sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan sebagaimaan mestinya. Diantara hambatan yang sering dihadapi di lapangan adalah sebagai berikut:
a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada
b. Obyek eksekusi di tangan pihak ketiga

c. Status tanah milik Negara

d. Obyek eksekusi berada di luar negeri

e. Dua putusan yang saling bertentangan
f. Eksekusi dilaksanakan sesuai amar putusan

g. Tereksekusi menolak karena tidak sesuai dengan amar
h. Pemohon eksekusi menolak karena tidak sesuai dengan amar

i. Kedua belah pihak menolak eksekusi

j. Amar putusan kurang jelas

k.   Luas tanah berbeda dengan amar

l. Amar meliputi pihak yang tidak digugat

m.   Eksekusi dikaitkan dengan banding dan kasasi yang terlambat

n. Mengulang eksekusi yang keliru

o. Perampasan kembali setelah eksekusi selesai

p. Verzet (perlawanan pihak tereksekusi)

4. Pengulangan eksekusi, hal ini terjadi jika eksekusi ternyata keliru atau tidak sesuai dengan amar yang ditetapkan dalam putusan.
5. Penundaan eksekusi
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